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PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01 /2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Tebing Tinggi adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tersebut, KPPN Tebing Tinggi selaku KPPN Tipe A1, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan kuasa bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas pokok diatas, KPPN Tebing Tinggi menjalankan fungsi antara lain :
1. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2. Penerbitan surat perintah pencairan dana dari kas negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara);

3. Penyaluran pembiayaan  atas beban APBN;  

4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;

5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara;

6. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang;

7. Penyusunan laporan pelaksanaan APBN;

8. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;

9. Penatausahaan PNBP;

10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;

11. Pembuatan tanggapan dan penerbitan temuan hasil pemeriksaan;

12. Pelaksanaan kehumasan;

13. Pelaksanaan administrasi KPPN.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPPN Tebing Tinggi menjalankan  Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagai berikut :  

Visi 
Menjadi pengelola keuangan negara yang profesional dan bertanggung jawab guna mewujudkan bangsa yang mandiri dan sejahtera.

Misi 

1. Mewujudkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel;
3. Menghasilkan pelayanan di bidang perbendaharaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat dan akurat;
4. Mewujudkan pengelolaan piutang pemerintah yang dananya bersumber dari dalam dan luar negeri dan kredit program secara profesional, berkelanjutan dan akuntabel;

5. Mewujudkan penyajian informasi dan akuntansi keuangan negara dalam rangka menghasilkan pertanggungjawaban APBN yang akuntabel, transparan, tepat waktu, dan akurat.
A Latar Belakang

Wilayah kerja KPPN Tebing Tinggi meliputi Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi KPPN Tebing Tinggi sehari-hari didukung oleh 21 orang pegawai yang terdiri dari 1 orang Kepala Kantor, 4 orang Kepala Seksi/Subbagian, dan 16 orang pelaksana, dengan sebaran pegawai sebagai berikut :

a. Kepala Kantor, membawahi  4 Seksi/Subbagian;

b. Kepala Subbagian Umum, membawahi 7 orang Pelaksana;

c. Kepala Seksi Pencairan Dana, membawahi 4 orang Pelaksana;
d. Kepala Seksi Bank/Giro Pos, membawahi 3 orang Pelaksana;
a. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, membawahi 2 orang Pelaksana.
Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi, penelitian, penilaian, rekonsiliasi dan penyusunan LKPP serta melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara instansi.
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-106/PB/2011 tanggal 20 Juli 2011 Tentang Peringkat Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2010, KPPN Tebing Tinggi menduduki peringkat 123 dari 178 KPPN atau turun 49 tingkat dari peringkat 74 pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan perlunya upaya optimalisasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN Tebing Tinggi.
Oleh karena itu, Kertas Kerja “Upaya Meningkatkan Kualitas LK BUN KPPN Tebing Tinggi Tahun 2011 Melalui Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Peraturan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat” ini disusun dalam rangka mencari pokok masalah sekaligus mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut.

B Lingkup Bahasan
Kajian yang dilakukan dalam penulisan ini dibatasi pada proses rekonsiliasi internal, validasi dan verifikasi SPM/SP2D/SSBP/SSPB, rekonsiliasi eksternal dan penerbitan BAR, penatausahaan LPJ Bendahara, dan penyusunan LK Kuasa BUN KPPN Tebing Tinggi periode bulan Januari s.d. September 2011 serta hasil penilaian LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tebing Tinggi Tahun 2010.
C. Metode Pengumpulan Data dan Analisis      
1. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data untuk menyusun laporan evaluasi kinerja ini adalah : 

a. Studi lapangan (field research) yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, kuesioner, atau pengalaman kerja penulis.
b. Studi kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan data dan informasi yang didapat dari literatur, dokumen/laporan, website, dan informasi tertulis lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran.
2. Metode Analisis

Dalam penulisan laporan evaluasi kinerja ini, penulis menggunakan metode analisis sebagai berikut :

a. Pohon Analisis

Pohon Analisis merupakan suatu langkah pemecahan masalah dengan mencari penyebab dari suatu akibat, yang terdiri dari Pohon Masalah, Pohon Sasaran dan Pohon Alternatif.

b. Matrik USG

Matrik USG adalah metode yang dipergunakan untuk memilih penyebab masalah yang dominan.
b. Matrik Cost and Benefit Analysis (CBA)
Matrik Cost and Benefit Analysis (CBA) adalah metode  yang dipergunakan untuk memilih alternatif solusi terbaik.

A Pengertian
Untuk mendapatkan kesamaan pengertian terhadap  istilah  teknis  yang   digunakan dalam laporan evaluasi ini, diperlukan adanya penjelasan beberapa istilah teknis.
Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PMK-171/PMK.05 /2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2010 tentang Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai PMK-171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dijelaskan bahwa :

1. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

2. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat SAPP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.

3. Sistem Akuntansi Pusat yang selanjutnya disingkat SiAP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
4. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat SAKUN, adalah subsistem Akuntansi Pusat yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum Negara (KUN).

5. Sistem Akuntansi Umum yang selanjutnya disingkat SAU, adalah subsisten Akuntansi Pusat yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat dan Neraca.

6. Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

7. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

8. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

9. Unit Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat UAI adalah unit organisasi Kementerian Negara;Lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.

10. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat UAKPA, adalah UAI yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.

11. Dokumen Sumber, yang selanjutnya disingkat DS, adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.

12. Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat LK, adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN).
13. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

14. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

15. Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK, adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

16. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CaLK, adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

17. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sitem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

18. Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat KPPN, yang selanjutnya disingkat UAKBUN Daerah-KPPN, adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat daerah/KPPN.

19. Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat SP2LK, adalah surat peringatan yang diterbitkan KPPN terhadap satker/UAKPA yang tidak menyampaikan laporan keuangan sampai dengan 7 hari hari kerja bulan berikutnya.

1. Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, yang selanjutnya disingkat SP2S, adalah surat pemberitahuan pengenaan sanksi penundaan penerbitan SP2D atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kecuali SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-LS ke pihak ketiga dan SPM Pengembalian, yang diterbitkan KPPN terhadap satker/UAKPA yang tidak menyampaikan laporan keuangan setelah 5 hari kerja sejak diterbitkannya SP2LK.

2. Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi, yang selanjutnya disingkat SP3S, adalah surat pemberitahuan pencabutan pengenaan sanksi yang diterbitkan KPPN terhadap satker/UAKPA yang telah menyampaikan laporan keuangan.

3. Surat Keterangan Telah Dibukukan, yang selanjutnya disingkat SKTB, adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN atas permintaan pengembalian kesalahan penyetoran (double input) dan kelebihan pelimpahan oleh Bank/Pos Persepsi dan pengembalian belanja yang telah disetorkan ke rekening kas negara.

4. Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan, yang selanjutnya disingkat SKP4, adalah surat keputusan yang diterbitkan KPPN atas permintaan pengembalian pendapatan yang telah diterbitkan SKTB oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
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